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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan penyebab belum optimalnya 

penggunaan PDN pada pelaksanaan PBJ di LKPP dan dibangun strategi peningkatan 

penggunaan PDN pada pelaksanaan PBJ di LKPP. 

1. Penggunaan PDN pada pelaksanaan PBJ di LKPP belum optimal diidentifikasi 

dari faktor penghambat sebagai berikut: 

a. Kemampuan SDM yang Belum Merata 

Adakalanya PPK ataupun user belum mengetahui bahwa produk yang 

dibutuhkan sudah ada yang PDN. Tantangan saat ini adalah bagaimana para 

SDM PBJ mendapatkan pengalaman yang sama. Selain itu, sekalipun banyak 

informasi yang diperoleh soal PDN, adakalanya tidak semua informasi juga 

tersedia. Pada intinya, pemerataan informasi dan pengetahuan soal PDN perlu 

dilakukan. 

b. Keterbatasan Barang/Jasa PDN ataupun substitusinya 

Kondisi ini mengacu pada situasi di mana suatu barang/jasa, baik PDN 

maupun alternatif pengganti dari luar negeri, terbatas ataupun tidak tersedia 

di pasar. Belum terlihat jelas kewajiban penggunaan PDN sejak tahap 

identifikasi kebutuhan, bagaimana PPK sebagai Pelaku PBJ yang 

melaksanakan identifikasi kebutuhan, memastikan ketersediaan barang/jasa 

atau produk dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan unit organisasi. 

c. Kualitas Barang/Jasa PDN yang belum optimal, Harga Barang/Jasa PDN 

lebih mahal termasuk Isu Sistem Keamanan 

Kualitas PDN belum terjamin. Dengan biaya pembelian yang mungkin lebih 

murah, tetapi juga memakan biaya yang cukup mahal jika terdapat kerusakan. 

Produk IT yang digunakan LKPP beragam, menjadi tantangan, karena 

kebutuhan LKPP terhadap IT cukup besar. Saat ini, IT menjadi inti atau core 

LKPP. 

   

2. Strategi meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di LKPP 
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a. Internalisasi Kebijakan PDN 

SDM PBJ harus memiliki pengetahuan tentang kebijakan penggunaan PDN 

dan cara melakukan implementasinya. Melalui internalisasi kebijakan PDN, 

dapat memperkenalkan kebijakan penggunaan PDN kepada SDM PBJ agar 

SDM PBJ dapat mengimplementasikan kebijakan PDN secara tepat. 

b. Optimalisasi Proses PBJ meliputi: 

1) Tahap Perencanaan  

PPK melakukan identifikasi kebutuhan dan kewajiban penggunaan PDN 

untuk memastikan ketersediaan barang/jasa atau produk dalam negeri 

yang dapat memenuhi kebutuhan unit organisasi. Hasil identifikasi 

kebutuhan dituangkan oleh PPK pada dokumen spesifikasi teknis/KAK. 

2) Tahap Persiapan  

Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan melakukan reviu terhadap spesifikasi 

teknis/KAK yang ditetapkan PPK. Dalam melakukan reviu, Pejabat 

Pengadaan/Pokja Pemilihan mengakses portal P3DN untuk memeriksa 

nilai TKDN dan BMP. Hasil reviu dituangkan oleh Pejabat 

Pengadaan/Pokja Pemilihan pada dokumen Berita Acara Reviu Dokumen 

Persiapan Pengadaan. 

3) Tahap Pelaksanaan  

Pokja Pemilihan memberikan preferensi harga pada proses evaluasi 

penawaran. Hasil evaluasi dituangkan oleh Pokja Pemilihan pada 

dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran. 

4) Tahap Monitoring dan Evaluasi 

Tim Auditor LKPP melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala 

terhadap pelaksanaan proses PBJ. Adapun lingkup monitoring dan 

evaluasinya meliputi kepatuhan terhadap kebijakan PDN dan 

implementasi kewajiban penggunaan PDN. Melalui kegiatan monitoring 

evaluasi dapat mengidentifikasi peluang perbaikan pelaksanaan PBJ. 

Hasil monitoring evaluasi diharapkan memberikan rekomendasi sebagai 

umpan balik (feedback) untuk mencapai hasil yang lebih baik. 
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c. Penyusunan dan penyempurnaan sejumlah dokumen untuk memastikan 

kewajiban penggunaan PDN: 

1) Penyempurnaan SOP Perencanaan Pengadaan, dalam rangka penguatan 

kewajiban penggunaan PDN sejak tahap identifikasi kebutuhan 

barang/jasa untuk memastikan ketersediaan barang/jasa atau produk 

dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan unit organisasi. Jika 

produk dalam negeri tersedia, maka langkah-langkah yang harus 

dilaksanakan, yaitu dengan memberikan prioritas PDN dalam proses 

pengadaan. 

2) Penyusunan Model Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK, dalam rangka 

penguatan kewajiban penggunaan PDN sejak tahap perencanaan 

pengadaan. 

3) Penyusunan Model Dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan 

Pengadaan, dalam rangka penguatan kewajiban penggunaan PDN sejak 

tahap persiapan pemilihan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, selanjutnya sebagai output dari tujuan 

penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi beberapa saran dalam rangka 

optimalisasi penggunaan PDN pada PBJ meliputi: 

1. LKPP dalam hal ini KPA, Kepala UKPBJ, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat 

Pengadaan berkomitmen melaksanakan langkah strategi yang disusun dalam 

penelitian ini untuk mewujudkan peningkatan penggunaan PDN pada PBJ di 

LKPP; 

2. Saran ini tidak terlepas dari perlunya sinergi Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah dalam rangka Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN pada Belanja 

Barang/Jasa Pemerintah. Diantaranya sebagai berikut: 

a. LKPP dan Kementerian Perindustrian agar memfasilitasi kolaborasi antara 

produsen dalam negeri dan juga K/L/PD terkait dalam rangka memenuhi 

kebutuhan barang/jasa yang belum tersedia. Bentuk kolaborasi yang dapat 

dilakukan, yaitu business matching yang perlu dihadiri oleh K/L/PD, 

BUMN/BUMD, serta badan usaha tertentu dan para pelaku usaha dalam 

negeri.  
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b. Kementerian Perindustrian bertanggung jawab untuk merumuskan dan 

menyusun kebijakan terkait penggunaan Produk Dalam Negeri. Hal ini 

termasuk kebijakan terkait regulasi, insentif, dan strategi untuk mendorong 

industri dalam negeri. Untuk itu Kementerian Perindustrian perlu 

memastikan persiapan yang matang dalam rangka praktik offset agreement 

untuk pengembangan produk yang belum diproduksi oleh industri dalam 

negeri.  

c. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertanggung jawab dalam 

penyusunan kebijakan dan regulasi terkait investasi, termasuk kebijakan yang 

mencakup insentif untuk menggunakan PDN dalam proses produksi. Untuk 

itu BKPM perlu memastikan terlaksananya kegiatan pembinaan pelaku usaha 

melalui program pemberian insentif untuk pengembangan PDN yang 

berbasis inovasi dan riset, terutama untuk industri dengan ketersediaan 

produk dalam negeri rendah. 

d. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertanggung jawab untuk 

merumuskan kebijakan dan strategi nasional terkait riset dan inovasi 

termasuk mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan peningkatan 

penggunaan PDN dan mendukung riset dan inovasi lokal yang berfokus pada 

pengembangan dan produksi PDN. Untuk itu BRIN perlu memastikan 

peningkatan hasil riset dalam rangka pengembangan produk dalam negeri 

untuk menjadi produk substitusi impor. 

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian yang 

lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menggali 

faktor-faktor lain yang mungkin belum tercakup dalam penelitian ini, khususnya 

dalam cara ataupun strategi mengatasi keterbatasan kebutuhan PDN yang belum 

tersedia tersedia di pasar, termasuk produk substitusinya. 
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Lampiran I Penyempurnaan SOP Perencanaan Pengadaan 

 
Rencana Penyempurnaan SOP Perencanaan Pengadaan 

 

No Aktivitas 
Pelaksana 

Keterangan PA/KPA PPK 

1 s.d 4 Aktivitas 1 s.d 4 pada 
SOP Perencanaan 
eksisting 

   

5 Melakukan 
identifikasi 
kebutuhan 

  a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa tahun 
anggaran berikutnya dilakukan pada tahun 
anggaran berjalan. 
b. PPK memastikan ketersediaan 
Barang/Jasa PDN untuk memenuhi 
kebutuhan. Hasil identifikasi kebutuhan 
dituangkan oleh PPK pada dokumen 
spesifikasi teknis/KAK. 
c. PPK melaksanakan product knowledge 
untuk penguatan riset pasar. 

6 Mengakses website 
yang dikelola oleh 
Kemenperin untuk 
memeriksa nilai 
TKDN dan BMP 

  a. Dalam hal terdapat PDN yang memiliki 
nilai TKDN ditambah nilai BMP paling 
sedikit 40%, maka PPK wajib 
menggunakan PDN dengan nilai TKDN 
paling sedikit 25%; 
b. Dalam hal tidak tersedia PDN yang 
memiliki nilai TKDN ditambah nilai BMP 
paling sedikit 40%, maka PPK 
menggunakan PDN dengan nilai TKDN 
paling sedikit 25%; 
c. Dalam hal PDN pada huruf a dan b tidak 
tersedia atau volume tidak mencukupi 
kebutuhan, maka PPK menggunakan PDN 
dengan nilai TKDN kurang dari 25%; 
d. Dalam hal PDN pada huruf a, b dan c 
tidak tersedia atau volume tidak mencukupi 
kebutuhan, maka PPK menggunakan PDN 
yang dinyatakan oleh pelaku usaha (self 
declare) 

7 s.d 10  Aktivitas 7 s.d 10 
pada SOP 
Perencanaan eksisting 

   

11 Menetapkan Rencana 
Umum Pengadaan 
(RUP) melalui 
aplikasi SiRUP. 

  PA/KPA memastikan Perencanaan 
Pengadaan yang disusun oleh PPK telah 
mewajibkan penggunaan PDN 
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Lampiran II Penyusunan Model Dokumen Berita Acara Reviu DPP 
 

Model Dokumen Berita Acara 
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) 

Paket Pengadaan ………… 
Nomor: ……………… 

 
Pada hari ini, ………. tanggal ……….  Bulan …….. Tahun ………… telah dilakukan 
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Pejabat 
Pengadaan/Pokja Pemilihan bertempat di …………….. untuk Paket Pengadaan 
…………….  

Hasil Reviu sebagai berikut: 

1. Reviu terhadap Spesifikasi Teknis 

No Uraian / Pertanyaan Catatan / Pembahasan 

PPK dalam menyusun Spesifikasi Teknis Barang/Jasa menggunakan: 

1 Produk Dalam Negeri  

2 Produk Bersertifikat SNI  

3 
Produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari 

Hasil Produksi Dalam Negeri 

 

4 Produk Ramah Lingkungan  

 

No Uraian / Pertanyaan Catatan / 
Pembahasan 

1 
Memeriksa Mutu/Kualitas yang dipersyaratkan sesuai dengan 

kebutuhan 

 

2 Spesifikasi Jumlah yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan  

3 
Spesifikasi Tingkat Layanan yang dipersyaratkan sesuai dengan 

kebutuhan (apabila diperlukan) 

 

4 Spesifikasi Waktu yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan  

5 
Spesifikasi Lokasi/Tempat Pengiriman yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kebutuhan 

 

 

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu: 
Apabila dalam spesifikasi teknis yang disusun oleh PPK belum menggunakan PDN, Pejabat 
Pengadaan/Pokja Pemilihan wajib memberikan rekomendasi/catatan terkait kewajiban 
Penggunaan PDN 
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2. Reviu terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

No Uraian / Pertanyaan Catatan / 
Pembahasan 

1 
Memeriksa apakah nilai total HPS tidak melebihi pagu 
anggaran. 

 

2 
Memeriksa apakah unsur pembayaran sudah sesuai dengan 
Spesifikasi Teknis dan lingkup pekerjaan. 

 

3 
Memeriksa apakah nilai total HPS telah memperhitungkan 
kewajiban pajak. 

 

4 
Sumber informasi harga jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan 

 

5 

Komponen biaya yang dibutuhkan sudah mencakup kebutuhan 
dan/atau menghilangkan komponen yang tidak diperlukan 
sesuai informasi harga, seperti: biaya pengiriman, keuntungan 
dan biaya overhead, biaya instalasi, suku cadang, biaya 
operasional dan pemeliharaan, atau biaya pelatihan yang 
diperlukan. 

 

6 Kalkulasi perhitungan dapat dinilai wajar  

7 
Riwayat penyusunan dan perhitungan terdokumentasi dengan 
baik 

 

8 Masa atau waktu perhitungan dan penetapan terpenuhi  
 
Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu: 

 

 
 

3. Reviu terhadap Rancangan Kontrak 

No Uraian / Pertanyaan Catatan / 
Pembahasan 

1 
Memeriksa apakah Surat Perjanjian sudah dituangkan secara 
lengkap dan benar terkait paket pengadaan, sumber dana, 
jenis kontrak, waktu pelaksanaan 

 

2 
Memeriksa apakah jenis kontrak dalam Surat Perjanjian 
sudah sesuai dengan dokumen lainnya 

 

3 Memeriksa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ●  
4 Memeriksa Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)  

 
Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu: 

 

 
4. Reviu terhadap Anggaran Pengadaan 

No Uraian / Pertanyaan Catatan / Pembahasan 
1 DIPA atau RKA-KL sudah ditetapkan.  
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No Uraian / Pertanyaan Catatan / Pembahasan 

2 
Anggaran untuk pekerjaan sudah tersedia dan 
memadai. 

 

3 
Mata Anggaran/MAK telah sesuai dan dapat 
direalisasikan. 

 

 
Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu: 

 

 
5. Reviu terhadap Rencana Umum Pengadaan 

No Uraian / Pertanyaan Catatan / 
Pembahasan 

1 Memeriksa ID Paket RUP apakah sudah tersedia  
2 Memeriksa kesesuaian dengan metode pemilihan di RUP  

3 
Memeriksa apakah Paket Pengadaan merupakan 
barang/jasa yang dapat dikonsolidasikan 

 

 
Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu: 
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6. Reviu terhadap Analisa Pasar 

No Uraian / Pertanyaan Catatan / 
Pembahasan 

1 
Memastikan ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha 
dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan. 

 

2 Menentukan target pasar.  
 

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu: 
Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan memeriksa telah dilakukannya Analisa Pasar untuk 
memastikan PDN yang mampu dan memenuhi persyaratan 

 
 

7. Reviu Terhadap Kualifikasi Penyedia 

No Uraian / Pertanyaan Catatan / 
Pembahasan 

1 
Memeriksa apakah syarat kualifikasi penyedia sudah 
ditentukan dengan jelas dan tidak memberatkan calon 
penyedia 

 

2 
Memeriksa kualifikasi personil sudah sesuai dengan 
kebutuhan dan peraturan yang berlaku 

 

 
Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu: 

 
 

Demikian Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan ini dibuat pada hari, tanggal 
sebagaimana tersebut di atas. Apabila diperlukan, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan 
PPK serta Tim Teknis dapat melakukan reviu lanjutan. 

 
 

Menetapkan, 
Kelompok Kerja Pengadaan …………. 
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Lampiran III Penyusunan Model Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK 

 
MODEL DOKUMEN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)   

PENGADAAN ……………………  
 

 
Uraian Pendahuluan1 

 
Latar Belakang 

 

 
 

 

Maksud dan Tujuan  
 

Sasaran 
 

 
 

Lokasi Kegiatan  
 
 

Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: 
__________________________ 

 
Kode RUP  

 
Nama dan Organisasi 
PPK 

Nama PPK: __________ 
 
Satuan Kerja: __________ 

 
Data Penunjang2 

 
Data Dasar 

 
 

 
Standar Teknis  

 
Studi-Studi Terdahulu  

 
 

Referensi Hukum  
 

Ruang Lingkup 
 

Lingkup Kegiatan 
 

 
 
 

Produksi Dalam Negeri Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan Kerangka Acuan 
Kerja ini dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia 
dan berkewarganegaraan Indonesia. 

 
1  Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
2  Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
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Keluaran3 
 

 
 

 
Peralatan, Material, 
Personel dan Fasilitas 
dari PPK 
 

 
 
 

 
Peralatan dan Material 
dari Penyedia Jasa 
Konsultansi 
 

 
 
 

 
 

Lingkup Kewenangan 
Penyedia Jasa 
 

 
 

 
 

Jangka Waktu 
Penyelesaian Kegiatan 
 

 
 

 
Personel Posisi Kualifikasi Jumlah  

 
Tenaga Ahli: 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Jadwal Tahapan 
Pelaksanaan Kegiatan 
 

 
 

 
Laporan 
 
Laporan Pendahuluan 

 
Laporan Pendahuluan memuat: __________ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (__________) 
buku laporan. 
 

Laporan Bulanan Laporan Bulanan memuat: __________ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ 
(__________) buku laporan. 
 

Laporan Antara Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: 
__________ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ 
(__________) buku laporan. 
 

 
3  Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain. 
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Laporan Akhir Laporan Akhir memuat: __________ 
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) 
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ 
(__________) buku laporan dan cakram padat (compact disc) (jika 
diperlukan). 

Hal-Hal Lain 
Pedoman Pengumpulan 
Data Lapangan 

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: 
 

Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk 
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih 
pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja PPK berikut: 
 

 
 Apabila Tidak 
Menggunakan Produksi 
Dalam Negeri 

[Diuraikan dasar/pertimbangan/penyebab/ketentuan apabila tidak 
menggunakan Produksi Dalam Negeri] 
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Lampiran IV Surat Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran V Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Lampiran VI Riwayat Hidup Penulis 

 
 
                             RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
 
 
 

I. DATA PRIBADI 

 1. Nama Lengkap : Juniarty Erika Magdalena Saragi 

 2. Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 23 Juni 1989 

 3. NPM : 2143021108 

 4. Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara (MKN) 

 5. Jenis Kelamin   : Perempuan 

 6. Alamat Rumah : D’Palm Residence Depok 16439 

 7. Nomor Kontak : 0878-8021-1202 

 8. Email : erika.lkpp@gmail.com 

 9. Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

 10. Alamat Kantor : Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta 

    

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 SD Negeri 15 Cempaka Putih Barat Jakarta Lulus Tahun 2001 

 SMP Negeri 77 Cempaka Putih Tengah Jakarta Lulus Tahun 2004 

 SMA Negeri 1 Cibinong Lulus Tahun 2007 

 Sarjana (S1) Universitas Negeri Jakarta Lulus Tahun 2012 

III. RIWAYAT PEKERJAAN 

 2015 - 2017 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

 2017 - 2021 Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat 
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 2021 - saat ini Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

   

 Kemampuan Bahasa : Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

 Judul Tugas Akhir : Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 
Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

 Pembimbing Tugas Akhir : 1. Dr. Hamka, MA 
2. Dr. Mala Sondang Silitonga, MA 

 
 
Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya. 
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Lampiran VII Instrumen Penelitian 

 
PEDOMAN WAWANCARA 

 
I. DATA RESPONDEN 

 

1. Nama : 

2. Jabatan : 

3. Pendidikan : 

4. Jenis Kelamin : 

5. Usia : 

 
 

II. DAFTAR PERTANYAAN 
 

No. Uraian Pertanyaan Informan 

1 Siklus/ Tahap Pengadaan 

a. Project 
Identification/ 
Identifikasi 
Kebutuhan 

1) Bagaimana proses penyusunan 
identifikasi PBJ di LKPP? 

2) Sejauh mana identifikasi kebutuhan 
yang dilakukan di LKPP sudah 
mewajibkan penggunaan PDN? 

3) Sejauh mana identifikasi kebutuhan 
yang dilakukan di LKPP sudah 
mengutamakan penggunaan PDN? 

4) Apa saja tantangan/kendala yang 
muncul? Bagaimana menghadapinya? 

KPA, PPK 

b. Procurement 
Strategy/ 
Strategi 
Pengadaan 

1) Bagaimana strategi pengadaan yang 
dilakukan di LKPP? 

2) Bagaimana arah kebijakan 
implementasi percepatan belanja 
penggunaan produk dalam negeri serta 
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 
(UKPBJ) termasuk personil Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) berada di 
bawah koordinasi KPA? 

3) Apakah implementasi pelaksanaan 
penggunaan PDN di Lingkungan 

KPA 
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No. Uraian Pertanyaan Informan 

LKPP sudah terlaksana sesuai dengan 
arahan yang diberikan? 

4) Bagaimana arah kebijakan 
implementasi percepatan belanja 
penggunaan PDN serta fungsi layanan 
administrasi keuangan dan 
administrasi pengadaan (UKPBJ) 
termasuk personil PPK berada dibawah 
koordinasi Sekretaris Utama? 

5) Apakah strategi pengadaan yang 
dilakukan di LKPP sudah mewajibkan 
penggunaan PDN? 

6) Apakah LKPP telah mendukung 
pencapaian target belanja PBJ paling 
sedikit Rp400 Trilliun untuk PDN? 

7) Apa saja tantangan/kendala yang 
muncul? Bagaimana menghadapinya? 

c. Appointment of 
consultant(s)/ 
Pemilihan 
Penyedia  

1) Bagaimana proses pemilihan konsultan 
pada PBJ yang dilakukan di LKPP? 

2) Sejauh mana proses dan persyaratan 
konsultan yang dilakukan di LKPP 
mewajibkan penggunaan PDN? 

3) Sejauh mana proses dan persyaratan 
konsultan yang dilakukan di LKPP 
mengutamakan penggunaan PDN? 

4) Sejauh mana LKPP telah memberikan 
preferensi harga untuk pengadaan PDN 
yang memiliki nilai TKDN paling 
sedikit 25% sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan? 

5) Apa saja tantangan/kendala yang 
muncul? Bagaimana menghadapinya? 

Pokja 
Pemilihan 

d. Design and 
Specification/ 
Penyusunan 
Spesifikasi  

1) Bagaimana proses penyusunan 
spesifikasi teknis di LKPP? 

2) Sejauh mana spesifikasi teknis yang 
ditetapkan di LKPP sudah mewajibkan 
penggunaan PDN? 

3) Sejauh mana spesifikasi teknis yang 
ditetapkan di LKPP sudah 
mengutamakan penggunaan PDN? 

PPK 
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No. Uraian Pertanyaan Informan 

4) Apa saja tantangan/kendala yang 
muncul? Bagaimana menghadapinya? 

e. Appointment 
Contractor/ 
Pemilihan 
Penyedia 

1) Bagaimana proses pemilihan 
kontraktor/ pekerjaan konstruksi pada 
PBJ yang dilakukan di LKPP? 

2) Sejauh mana proses dan persyaratan 
kontraktor yang dilakukan di LKPP 
sudah mewajibkan penggunaan PDN? 

3) Apa saja tantangan/kendala yang 
muncul? Bagaimana menghadapinya? 

Pokja 
Pemilihan 

f. Contract 
Agreement, 
Monitoring and 
Evaluation/ 
Pelaksanaan 
Kontrak, 
Monitoring dan 
Evaluasi 

1) Bagaimana proses pelaksanaan kontrak 
pengadaan di LKPP? 

2) Sejauh mana LKPP sudah mewajibkan 
penggunaan PDN pada setiap kontrak 
PBJ? 

3) Apa saja tantangan/kendala yang 
muncul? Bagaimana menghadapinya? 

PPK 

g. Commissioning 
and Handover / 
Pemeriksaan 
dan Serah 
Terima 
Pekerjaan 

1) Bagaimana proses serah terima 
barang/jasa yang dilakukan di LKPP? 

2) Bagaimana PPK memastikan bahwa 
barang/jasa yang 
disampaikan/diserahkan oleh penyedia 
barang/jasa sudah memenuhi 
penggunaan PDN? 

3) Apa saja tantangan/kendala yang 
muncul? Bagaimana menghadapinya? 

PPK 

h. Operation and 
Maintenance/ 
Pemeliharaan 
Pekerjaan 

1) Bagaimana proses pemeliharaan 
barang/jasa yang dilakukan di LKPP? 

2) Bagaimana PPK memastikan bahwa 
pada proses pemeliharaan barang/jasa 
sudah memenuhi penggunaan PDN? 

3) Apa saja tantangan/kendala yang 
muncul? Bagaimana menghadapinya? 

PPK 

2 Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi PDN 

1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
penggunaan Produk Dalam Negeri 
(PDN) pada pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa (PBJ) di LKPP? 

2) Dari faktor-faktor yang mempengaruhi 
tersebut, faktor mana yang mendorong 
penggunaan PDN? 

Seluruh 
Informan 
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No. Uraian Pertanyaan Informan 

3) Dari faktor-faktor yang mempengaruhi 
tersebut, faktor mana yang 
menghambat penggunaan PDN? 

3 Strategi PDN 1) Bagaimana strategi yang efektif dalam 

meningkatkan penggunaan Produk 

Dalam Negeri (PDN) pada 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

(PBJ) di LKPP? 

2) Apa saja tantangan/kendala yang 

muncul? Bagaimana menghadapinya? 

Seluruh 
Informan 

4 Pemantauan 
Evaluasi PDN 

1) Bagaimana proses Monitoring dan 

Evaluasi P3DN mempunyai tugas, 

yaitu monitoring dan evaluasi terhadap 

penggunaan PDN pada PBJ 

pemerintah sejak tahapan perencanaan 

sampai dengan tahap pelaksanaan 

PBJ? 

2) Apakah fungsi pengawasan yang 

dilaksanakan Tim Reviu Penyerapan 

Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa 

dan Tim Pemantauan Evaluasi P3DN 

berada dibawah koordinasi Inspektur 

sudah berjalan dengan maksimal?  

3) Apa saja tantangan/kendala yang 

muncul dalam proses pengawasan? 

4) Apa saja strategi pengawasan yang 

diterapkan untuk Pemantauan Evaluasi 

Percepatan Penggunaan PDN di 

LKPP? 

5) Bagaimana proses penilaian sehingga 

pengawasan dapat dikatakan berhasil? 

6) Apa saja kendala yang sering muncul? 

Auditor 
sebagai Tim 
Pemantauan 
Evaluasi 
PDN 
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No. Uraian Pertanyaan Informan 

5 Pelaksanaan 
Pengadaan 
Barang/Jasa 

1) Bagaimana gambaran pelaksanaan PBJ 

di LKPP? 

2) Bagaimana arah strategi pengadaan di 

LKPP berkaitan dengan PDN? 

Kepala 
UKPBJ 

 

 


